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Abstract: This research is motivated by the recent rise of children born out of wedlock or adultery. This is due to the fact that 
there are still those who blame the use of marriage by tarnishing the meaning and purpose of marriage itself by committing 
adultery or having sex outside of marriage which results in damage to a marriage causing problems which are called marriage 
of pregnant women out of wedlock which can then cause problems. new, namely the status of their child which can cause dis-
putes in the community in general or legal experts regarding the status of the child whether the marriage is valid or not valid, 
especially in relation to guardianship. The results of the study show that although the Constitutional Court has severed the civil 
relationship between the adulterous child and the biological father, the issue of guardianship in the marriage of an adulterous 
child was not explicitly stated in the marriage. Thus, adultery children in line with Indonesian national law so far (Article 43 
paragraph (1) Law No.1 of 1974), do not have rights from their father. Because an adulterous child only has a relationship with 
his mother, from his biological father the child does not have any rights that can be obtained, because legally, both religious 
law and national law, he does not have blood ties (nasab) with a male who is his biological father. This is where the adulterous 
child does not get material and moral rights from his father, such as maintenance rights, living rights, marriage guardianship 
rights for girls and mutual inheritance rights.

Keywords: guardianship status, adultery, KHI and Law Number 1 Year 1974

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini anak lahir di luar nikah atau anak zina. Hal 
ini disebabkan oleh masih adanya yang menyalahkan gunakan perkawinan dengan menodai makna dan tujuan 
dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat rusaknya 
sebuah perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut perkawinan wanita hamil di luar 
nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbul-
kan perselisihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli hukum mengenai status anak 
tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan perwalian.  
Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan 
ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam 
pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan 
dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, kar-
ena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan 
laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril 
dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling 
mewarisi.
Kata kunci : status perwalian, anak zina, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974
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Pendahuluan
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khali-

fah di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan 
hidup manusia tetap lestari. Oleh karena itu, manusia 
dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu 
dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzi-
naan, nikah juga merupakan sunnatullah. Dalam 
masalah pernikahan ini, tentunya ada ketentuan-ke-
tentuan tersendiri. Seorang laki-laki atau perempuan, 
ketika mereka belum menikah maka mereka mempu-
nyai hak dan kewajiban yang utuh, hak dan kewa-
jiban yang berkaitan dengan kehidupannya. Hak dan 
kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. 

Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam 

lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan 
kewajiban mereka menjadi satu. Harta perkawinan 
merupakan modal kekayaan yang dapat diperguna-
kan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup 
sehari-hari suami istri dan anak-anak dalam suatu 
rumah tangga baik keluarga kecil maupun keluarga 
besar. Agama Islam juga telah mengatur tentang tata 
cara pernikahan, di antaranya adalah masalah sighat 
akad nikah, wali nikah, dan mahar (maskawin).

 Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan 
dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang 
sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa 
suatu halangan apapun.1 Oleh karena itu, banyak 
sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang 
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pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai 
yang mulia ini,  sebagaimana firman Allah:

Artinya :
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (QS. 
al-Mu’minun: 5). 2

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga ke-
maluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak 
halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang 
tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya 
syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari 
kerusakan rumah dan nasab terhindar dari perbuatan 
zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ses-
eorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak 
berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan 
pria yang menghamilinya.3

Islam mengharam zina menganggap sebagai per-
buatan keji dan dibenci Allah karena dalam zina 
terkandung maksud mencari kelezatan semata, dan 
membebaskan diri dari segala resiko yang timbul dari 
padanya. Ini tentu saja bertentangan dengan rasa cin-
ta dan kewajiban. Selama laki-laki dan wanita mem-
butuhkan cinta dan kewajiban untuk saling menolong 
dalam kehidupan dan mencerdaskan anak-anak serta 
menyiapkan mereka untuk mengurangi kehidupan, 
maka perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang 
bisa mengantar manusia ke tujuan itu.

Masyarakat yang masih menyalahkan gunakan 
perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari 
perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau 
berhubungan seks di luar nikah yang berakibat ru-
saknya sebuah perkawinan sehingga menimbulkan 
permasalahan yang mana di sebut perkawinan wani-
ta hamil di luar nikah kemudian dapat menimbulkan 
permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka 
yang dapat menimbulkan perselisihan dalam lingkun-
gan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli 
hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak 
sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan 
menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut 
di kemudian hari. Kelahiran  seorang anak tidak han-
ya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi 
juga masyarakat dan negara, di mana suatu kelahiran 
harus dilaporkan yang nantinya akan dibuat suatu 
akta kelahiran untuk membuktikan bahwa anak terse-
but lahir sebagai anak yang sah, dan dalam pembua-
tan akta tersebut harus disertakan surat nikah kedua 
orang tuanya. Sehingga jika ke duanya orang tuanya 

itu tidak mempunyai surat nikah, karena perkawinan 
mereka tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama 
(KUA). Maka anak yang lahir dari perkawinan yang 
tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di 
luar perkawinan yang sah.  

Rumusan Masalah
Bagaimana Tinjauan  Hukum Islam Dan Undang-

Undang Terhadap Konsep Perwalian Pernikahan 
Anak Zina?

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan  

Hukum Islam Dan Undang-Undang Terhadap 
Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk pe-
nelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan di-
lakukan adalah pendekatan perundang-undangan 
(statue approach) dan pendekatan studi kasus (case 
study approach) di mana peneliti mengkaji aspek 
yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perun-
dang-undangan.

Pembahasan 
Secara terminologi fuqaha mendefenisikan nikah 

yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan 
kata-kata nikah atau tazwij. Abu Zahrah mendefenisi-
kan “ aqad yang menimbulkan akibat hukum berupa 
halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan 
perempuan, saling tolong menolong di antara ked-
uanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi 
masing-masingnya.

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu 
yang artinya kumpul.4 Makna Nikah (Zawaj) bisa diar-
tikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. 
Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna me-
nyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan 
diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa 
kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang 
merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il 
madhi) “nakaha,” sinonimnya “tazawwaja” kemu-
dian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 
perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan se-
bab telah masuk dalam bahasa Indonesia.5

Konsep perkawinan (pernikahan) menurut konsep 
kontemporer antara lain definisi yang ada dalam Un-
dang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam 
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Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita se-
bagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian 
perkawinan atau yang disebut dengan pernikahan 
menurut Kompilasi hukum Islam yaitu aqad yang 
sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk me-
naati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah.

Sedangkan pengertian pernikahan atau perkaw-
inan  menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan 
adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk 
mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 
belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan 
kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu keba-
hagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 
sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang di 
ridhai oleh Allah SWT.

Hukum Perkawinan
Hukum nikah itu pada dasarnya bisa berubah se-

suai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum 
pernikahan adalah sebagai berikut:
1. Wajib
 Nikah hukumnya wajib bagi yang mampu dan 

nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus 
dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang 
terbaik adalah menikah. Ulama Malikiyah menga-
takan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang 
menyukai dan takut dirinya akan terjerumus ke 
jurang perzinaan manakala ia tidak menikah, se-
dangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya 
Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang 
wajibnya menikah bagi seseorang yaitu: (a) Apa-
bila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lem-
bah perzinaan; (b) untuk mengekangnya tidak 
mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi 
tidak mampu mengekang nafsu; (c) tidak mampu 
menyatukan kekayaan umat manusia.6

 Sedangkan ulama Hanafiyah mengemukakan 
bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang 
dengan syarat sebagai berikut: (a)  yakin apabila 
tidak menikah akan terjerumus dalam lembah per-
zinaan; (b) tidak mampu berpuasa untuk menge-
kang nafsu seksual; (c) tidak mampu menyatukan 
kekayaan umat; (d) mampu memberikan mahar 

dan memberi nafkah.7

2.  Sunnah
 Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, 

tetapi mampu mengendalikan diri dari perzinaan, 
maka hukum menikah baginya sunnah. Menikah 
baginya lebih utama daripada berdiam diri me-
nekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai 
pendeta (anti nikah) sama tidak dibenarkan dalam 
islam.8

Baik ulama Hanafiah maupun ulama Hanabilah, 
mereka sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi 
orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjeru-
mus dalam lembah perzinaan. Bagi ulama Malikiyah 
berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi yang 
kurang menyukainya, tetapi menginginkan ketu-
runan karena mampu melakukan kewajiban dengan 
memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan 
hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi’yah men-
ganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang 
melakukan dengan niat mendapat ketenangan jiwa 
dan melanjutkan keturunan.
3.  Haram
 Bagi orang yang tidak menginginkan-nya karena 

tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir 
maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsu-
nya tidak mendesak, atau dia mempunyai keya-
kinan bahwa menikah ia akan keluar dari Islam, 
maka hukum menikah itu adalah haram.

4.  Makruh 
 Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang  

yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi 
nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan-
nya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan 
syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hu-
kumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti 
dari melakukan suatu ibadah atau suatu menuntut 
ilmu. Para ulama dari kalangan Malikiyah menga-
takan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi 
seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut 
kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya ke-
pada istrinya.

 Adapun ulama dari kalangan Syafi’iyah mengata-
kan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi 
orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak 
mampu memberikan kewajiban pada istrinya.

5. Mubah 
 Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan 

yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan 
yang menyebabkan ia harus menikah, maka huku-
mnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa 
mubah hukumnya, bagi orang-orang yang tidak 
mempunyai keinginan untuk menikah.
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Hikmah Perkawinan
Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah kar-

ena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, 
masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hik-
mah pernikahan adalah:
1. Nikah adalah jalan yang paling baik dan sesuai 

untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks 
dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, 
mata terpelihara dari yang melihat yang haram 
dan perasaan yang tenang menikmati barang yang 
berharga;

2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak 
menjadi mulia, memperbanyak keturunan, me-
lestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib 
yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali;

3. Naluri ke-bapakan dan keibuan akan tumbuh 
saling melengkapi dalam suasana hidup dengan 
anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-peras-
aan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan si-
fat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan 
seseorang;

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menang-
gung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan 
sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat  dan 
pembawaan seseorang. Ia akan cekatan  bekerja, 
karena dorongan tanggung jawab dan memikul 
kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja 
dan mencari penghasilan yang dapat memperbe-
sar jumlah kekayaan dan memperbanyak produk-
si. Juga dapat mendorong usaha mengekploitasi 
kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi ke-
pentingan hidup manusia;

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi 
rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, 
sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara 
suami istri dalam menangani tugas-tugasnya;

6. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali 
kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa 
cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan 
masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, di-
topang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang 
saling menunjang lagi saling menyayangi merupa-
kan masyarakat yang kuat lagi bahagia.9

Perwalian anak zina  dalam kompilasi hukum is-
lam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Is-
lam (KHI) tidak menentukan secara khusus dan pasti 
tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana 
pengelompokan yang terdapat dalam hukum Perdata 
Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelas-
kan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan 
dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana 
yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum 
Islam, yang berbunyi anak yang sah adalah: 
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkaw-

inan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim 

dan dilahirkan oleh istri tersebut.
3. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 
Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir 
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Yang termasuk anak lahir di luar pernikahan ada-
lah:
1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak 

mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan 
pria yang menghamilinya;

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban 
perkosaan oleh satu orang pria atau lebih;

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (di-
ingkari) oleh suaminya;

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilan-
nya akibat salah orang (salah sangka), disangka 
suami ternyata bukan;

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilan-
nya akibat pernikahan yang diharamkan seperti 
menikah dengan saudara kandung atau saudara 
sepersusuan.

6. Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam dis-
ebut anak subhat yang apabila diakui oleh bapak 
subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepa-
danya.

Di samping itu, dijelaskan juga tentang status anak 
dari perkawinan seorang laki-laki dengan perem-
puan yang menghamilinya sebelum pernikahan. Se-
bagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) 
Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya 
perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 
perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.”

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi 
Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari 
perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Kepu-
tusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 
tersebut”.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum 
Islam dijelaskan tentang status anak Li’an (sebagai 
akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau 
anak yang dilahirkan istrinya). Dengan demikian, 
jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelom-
pokkan pembagian anak secara sistematis yang dis-
usun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklas-
ifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 
1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 
1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah 
anak yang lahirkan dan atau sebagai akibat perkaw-
inan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal 
ini adalah : 
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1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu 
perkawinan yang sah.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan 
perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 
(enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan 
melahirkan bayi;

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan 
perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan 
kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh 
suami.
Karena itu, untuk mendekatkan pengertian “anak 

di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan 
terminologi yang tertera dalam pasal-pasal UU NO 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasan 
Muhammad Makluf, membuat terminologi, anak 
zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari 
hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan sua-
mi istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah 
hubungan badan (senggama/wathi) antara dua orang 
yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi un-
sur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah 
tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka 
ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh 
orang yang telah menikah ataupun belum menikah. 
Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang 
popular yang melekat dalam kehidupan masyarakat, 
namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi is-
tilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus 
didalamnya.

Sedangkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Is-
lam menyatakan:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempu-
nyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan 
keluarga dari pihak ibunya”.
Berdasarkan definisi dan pendekatan makna 

“anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan 
anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang 
janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbua-
tan zina, ataupun yang dilahirkan diluar perkawinan, 
sebagai akibat dari perbuatan zina.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai” anak 
yang lahir perkawinan yang sah,” berbeda dengan 
pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum per-
data umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak 
zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua 
orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami 
istri, di mana salah seorang atau kedua-duanya ter-
ikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu 
anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata 
adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar 
perkawinan. Dengan istilah lain tidak diartikan seba-
gai anak zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar 
kawin menurut hukum perdata adalah:

Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih 
terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka 

melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, 
maka anak tersebut disebut anak zina.

Apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sa-
ma-sama bujang (jejaka, perawan, duda, dan janda), 
mereka mengadakan hubungan seksual dan melahir-
kan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak 
yang lahir diluar perkawinan sebagaimana disebutkan 
diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum yang 
menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu 
yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (ge-
netiknya), yaitu:

Hubungan nasab.
Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana 

yang telah dikemukan, dinyatakan bahwa anak yang 
lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubun-
gan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 
Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali 
tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alamin-
ya, meskipun secara nyata ayah bapak alami (genetik) 
tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita 
yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi 
dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan 
di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkan-
nya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak 
tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjun-
jung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus 
menghindari pencemaran terhadap lembaga perkaw-
inan.

Nafkah
Oleh karena status anak tersebut menurut hukum 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 
dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib mem-
berikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan kelu-
arga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami 
(genetik), meskipun anak tersebut secara biologis 
merupakan anak yang berasal  dari spermanya, na-
mun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 
100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai 
kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak 
tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah, di mana 
ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan 
layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain 
sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan 
penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan 
ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah 
dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap 
dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, 
sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud 
Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi 
Hukum Islam.



Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga 
ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada 
anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya 
hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang 
dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah ter-
hadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak 
tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/ba-
pak alami (genetiknya).

Hak-hak waris
Sebagaimana akibat lanjut dari hubungan nasab 

seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya 
mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya 
dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegas-
kan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: “Anak 
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan kelu-
arga dari pihak ibunya”.

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hu-
kum tidak mempunyai hubungan hukum saling me-
warisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Hak perwalian
Apabila dalam kasus bahwa anak yang lahir aki-

bat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut 
ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut 
akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) 
tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikah-
kannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan 
wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi 
Hukum Islam:
a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkannya;

b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 
laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yak-
ni Muslim, akil, dan baligh;

c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana keten-
tuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, 
sama halnya dengan status hukum semua anak 
yang lahir di luar pernikahan yang sah seba-
gaimana disebutkan diatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur 
kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya;

Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjut-
nya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perkembangan hukum terbaru yang terjadi di In-
donesia saat ini adalah ketika seorang ibu melahir-
kan bayinya akibat hubungan badan di luar nikah 

dengan seorang laki-laki, maka anak yang dilahirkan 
tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan 
ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa 
anak tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang 
menghamili ibunya. Apabila hubungan badan tersebut 
mengakibatkan kehamilan, maka anak yang dilahir-
kan tersebut mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata 
dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.         

Kesimpulan
Meskipun MK telah memutuskan hubungan per-

data antara anak zina dengan ayah biologisnya na-
mun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak 
zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan 
tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan 
hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat 
(1) UU No 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari 
ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubun-
gan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak 
tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diper-
olehnya, karena secara hukum baik hukum agama 
maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian 
darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah 
biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh 
hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak 
pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi 
anak perempuan dan hak saling mewarisi. 
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